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PUTUSAN
Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Blu
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I U 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002
Kampung Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung
Labuhan Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;

melawan

I U 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

pekerjaan tani, tempat kediaman dahulu di RT. 001 RW.
002 Kampung Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung
Labuhan Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di
dalam maupun di luar wilayah hukum Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksidi muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Februari 2019

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor

0076/Pdt.G/2019/PA.Blu, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada

tanggal 10 Maret 2009 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung
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Labuhan Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/20/1V/2009, tertanggal 07 Februari 2019;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama
suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak

suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. [, . mur 8 Tahun,
b. [ 'mur 6 Tahun,

Dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun, setelah itu pindah ke rumah
orang tua Tergugat selama 1 Tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 bulan menikah, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan :

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi
rumah tangga;

b. Bahwa Tergugat Tempramental suka marah-marah tanpa sebab
kepada Penggugat, hingga mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing;

C. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang
isteri, dan tidak pernah peduli terhadap anak;

d. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin lagi kepada
Penggugat semenjak Penggugat hamil anak ke dua;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2014 dengan sebab
Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat dengan alasan Tergugat ingin pergi
merantau yang tidak tau jelas kemana, dan ternyata Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah
hukum Republik Indonesia, kurang lebih 4 Tahun, sedangkan Penggugat
tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut

diatas;
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7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat
menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat.
Penggugat menyimpulkan  bahwa tidak mungkin lagi  untuk
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'l Tergugat (G
terhadap Penggugat (GGG <ngan iwadl sebesar

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil sebanyak dua
kali melalaui Mess Media Radio Rafansa Daerah Way Kanan berdasarkan surat
panggilan (relaas) tertanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sabh;

Halaman3daril5putusan Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor: 118/20/1V/2009, tertanggal 07 Februari 2019 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan,
Kabupaten Way Kanan, sudah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos
dan telah dicocokan dengan aslinya, (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga dan tetangga di muka sidang
yaitu :

1. . ' 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Negri Ujan Mas, RT. 001/ RW. 002, Kecamatan Gunung
Labuhan, Kabupaten Way Kanan, bersumpah dan menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
sebagai saudara sepupu Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan
suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2009 dan saksi hadir
saat pernikahannya,;

- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan usia pernikahan,
keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung
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jawab dalam memenuhi nafkah ekonomi keluarga dan Tergugat sering
berkata-kata tidak sopan dan tidak menghargai Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihnan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan
Agustus 2014 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah
tempat tinggal bersama dan Tergugat pergi merantau dan sampai
sekarang tanpa diberi kabar dan alamat yang jelas;

- Bahwa saksi tahu sejak lebih 4 tahun yang lalu mereka sudah pisah
rumah dan semenjak pisah Tergugat tidak pernah memnberikan nafkah
lahir bathin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat ikrar talak yang
diucapkan Tergugat

- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan
Tergugat dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. _ umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Negri Ujan Mas, RT. 001/ RW. 002, Kecamatan Gunung
Labuhan, Kabupaten Way Kanan, bersumpah dan menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
sebagai Paman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
yang menikah pada tanggal 10 Maret tahun 2009, dan dalam
perkawinannya mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 rumah
tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran,
disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan
ekonomi keluarga dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin
kepada Penggugat;
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- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada
pertengahan 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah
tempat tinggal bersama sampai sekarang tanpa nafkah lahir batin;

- Bahwa sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat

- Bahwa saksi tahu sejak lebih 5 tahun yang lalu mereka sudah pisah
rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan
Tergugat dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat ikrar talak yang
diucapkan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Terggugat
untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian
pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa  berdasarkan Relaas  Panggilan Nomor
0076/Pdt.G/2019/PA.Blu. tanggal 22 Febrauri 2019, terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu

berwenang untuk memeriksa perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.Penggugat dalam gugatannya
mendalilkan bahwa Penggugat dan Terggugat telah melangsungkan
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Negara Batin dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 118/20/I\V/2009,
tertanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dan antara Penggugat
dan Terggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan alasan gugatan
perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan  pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan ekonomi keluarga dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat)
tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Terggugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.) dan perkara a quo
merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut
penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama
Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak
2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat
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mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana
ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang,bahwaTergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir
oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasall49 ayat (1) R.Bg.
Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak
bertanggungjawab terhadap nafkah dan ekonomi keluarga dan Tergugat suka
berkata kata kotor dan suka marah-marah pada Penggugat, dan puncaknya
pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, oleh karenanya
Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Blambangan
Umpu menetapkan jatuh talak satu Khul'l Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga
Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii gugatan Penggugat tidak
dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan
saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi
penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan
pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, vyaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk
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menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk
didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik
tertulis (bukti P. Duplikat akta Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah
memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171
dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat
yang diberi kode P. yang berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor:
118/20/IV/2009, tertanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara
formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwasaksi 1 dan saksi 2 Penggugat,sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat
mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan
saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P., maka harus
dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang
diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan
Harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi sejak 3 bulan usia pernikahan, dikarenakan Tergugat tidak
bertanggungjawab terhadap nafkah dan ekonomi keluarga dan Tergugat suka
berkata kata kasar dan marah marah kepada Penggugat, dan puncaknya pada
bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah kembali lagi
kerumah tempat tinggal bersama, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi
keberadaannya serta pihak keluarga sudah mencari Tergugat dan menasehati
Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
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Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan
saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan
sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan
langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu
dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari
keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang
dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat
formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan
alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan
dua (2) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan
dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan sejak 3 bulan pernikahan dikarenakan Tergugat tidak
bertanggungjawab dalam urusan ekonomi keluarga dan Tergugat suka berkata
kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan
Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
dan sekarang sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi komunikasi
lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa dinafkahi
dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai
sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak
akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti,
oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu
kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah
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pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami

istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan

tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka
persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk
membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan

Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit

untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua)
oarang anak;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi yang
disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi
keluarga dan Tergugat suka berkata-kata kotor dan marah-marah
merendahkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik Talak;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan
berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan

hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan
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Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang
tersebut dalam pasal 19 huruf (b, f dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b, f dan g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas,
maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat
dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah dalam waktu yang lama, vyaitu Tergugat telah meninggalkan
Penggugat 4 (empat) tahun lamanya secara berturut turut, sehingga dapat
dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi
unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b, f dan g)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b, f dan Q)
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan
dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga
sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai
dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang
berbunyi : .

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan
gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki
oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga
Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah
tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang
berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap
dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh
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lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah
fighiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim berbunyi :

bl el ais sakaad 1 58
- Als e a D

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada
mengejar yang mashlahat,

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam
perkara ini adalah talak satu Khul'l;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis
Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan
Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Khul'l
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk
mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (b, f dan
g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b, f dan g)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasall49 ayat(1)R.Bg. gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'l Tergugat (G
terhadap Penggugat () c-no-n iwadl

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.746.000,00 ( tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Tunggal yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.1I.,
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs.
Yulianto. Z., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp 40.000,00
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2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 645.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp746.000,00

( Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah )
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